BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 45 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

Menimbang

Mengingat

a.

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASER,

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka
Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2017 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah perlu untuk disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2017 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser
Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser
Nomor 55);

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2017 Nomor 53);

7. Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2017 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun
2017 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PASER NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017
Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 6

(1) Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
disediakan kendaraan dinas jabatan berupa mobil.

(2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disertai anggaran perawatan/pemeliharaan kendaraan melalui
APBD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Perawatan/pemeliharaan kendaraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), meliputi:



jasa service;

penggantian suku cadang;

pelumas;

jasa kir;

biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

f. pajak kendaraan bermotor;dan

g. asuransi.
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(4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, diberikan
tunjangan transportasi setiap bulan, sebesar Rp. 11.500.000,-
(sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

(1) Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
mendapatkan tunjangan transportasi.

(2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta
empat ratus ribu rupiah).

. Ketentuan ayat (4) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15

(1) Kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan DPRD paling
banyak 2 (dua) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.

(2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat
dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

(3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
mendapatkan kompensasi berupa honorarium dan fasilitas
lainnya sesuai kemampuan Daerah.

(4) Pembayaran honorarium bagi kelompok pakar atau tim ahli alat
kelengkapan DPRD sebesar Rp.2.560.000,- (dua juta lima ratus
enam puluh ribu rupiah) per orang per hari berdasarkan
kehadiran sesuai kebutuhan atau kegiatan tertentu DPRD.

(5) Dalam pendampingan kegiatan DPRD, kelompok pakar atau tim
ahli alat kelengkapan DPRD dapat menggunakan kendaraan
dinas berupa mobil operasional Sekretariat DPRD.

(6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok pakar atau
tim ahli alat kelengkapan DPRD disediakan biaya perjalanan
dinas yang dipersamakan dengan Pejabat Eselon III.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 7 Mei 2018

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 7 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 21



